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PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN 
PEKERJAAN

Jakarta, 8 September 2022



DASAR HUKUM PROGRAM JKP

UU PP Perpres Permen

• UU No. 40 Th 2004

• UU No. 24 Th 2011

• UU No. 11 Th 2020

• PP No. 37 Th 2021

• PP No. 44 Th 2015

• Perpres No. 109 

Th 2013

• Permenaker No. 7 Th 2021

• Permenaker No. 15 Th 2021

• Permenkeu No. 148/PMK.02/2021

Per BPJS 2/22

Kep Dirjen PHI 

dan Jamsos

1345/2021



PENDAFTARAN PESERTA JKP DAN 

SUMBER PENDANAAN 
PENGUSAHA BPJS TK

Verivali :

1. Kepatuhan ikut dalam

program jamsos

2. Memadankan data dg 

BPJS Kes

Mendaftarkan

peserta

JKK

JKM

JHT(SUKA
RELA)

JKK

JKM

JHT

JKK

JKM

JHT

JP

JKK

JKM

JHT

JP

PENAHAPAN KEPESERTAAN

• SUMBER PENDANAAN
• Dana Awal 
• Rekomposisi iuran
• Iuran : 
• DAOPS

• Rekomposisi
• Program yang tidak menjadi beban

pekerja
• Program JKK = 0,14%, Program JKM = 

0,10%

• Iuran JKP
• Besaran biaya manfaat JKP sebesar

0,46%
• terdiri atas hasil rekomposisi : 0,24%
• Iuran pemerintah : 0,22%



1) Mengalami PHK, (alasan PHK
sebagaimana diatur dalam Pasal 154A
UU No. 11 Tahun 2020). Dikecualikan
untuk alasan PHK:
a. mengundurkan diri;
b. cacat total tetap;
c. pensiun;
d. meninggal dunia atau
e. berakhirnya perjanjian kerja.

2) Bersedia bekerja kembali.

3) Memiliki masa iur paling sedikit 12
bulan dalam 24 bulan, membayar Iuran
6 (enam) bulan berturut-turut sebelum
terjadi PHK.

MANFAAT DAN PENERIMA MANFAAT

UANG TUNAI

45% X Upah X 3 Bln (MAKS)

25% X Upah X 3 Bln (MAKS)

AKSES INFORMASI PASAR 

KERJA :

- Informasi loker

- Bimbingan jabatan

- Konseling

- Asesmen mandiri

PELATIHAN KERJA

MANFAAT PENERIMA MANFAAT

Manfaat dapat diakses paling banyak 3 x selama usia produktif



No Provinsi
Jumlah  

Kab/Kota

Jumlah  

Lembaga

Jumlah  

Program  

Pelatihan

1 Bali 1 1 2

2 Banda Aceh 3 3 6

3 Bangka Belitung 1 2 2

4 Banten 2 3 6

5 DI Yogyakarta 1 1 2

6 DKI Jakarta 2 3 5

7 Jawa Barat 14 16 32

8 Jawa Tengah 11 16 23

9 Jawa Timur 5 7 12

10 Kalimantan Tengah 1 1 2

11 Kalimantan Timur 3 5 9

12 Kepulauan Riau 1 7 11

13 Lampung 5 5 6

No Provinsi
Jumlah  

Kab/Kota

Jumlah  

Lembaga

Jumlah  

Program  

Pelatihan

14 Maluku 1 1 3

15 Maluku Utara 1 1 3

16 Nusa Tenggara Barat 6 20 25

17 Nusa Tenggara Timur 2 3 4

18 Papua 2 2 3

19 Papua Barat 1 1 3

20 Sulawesi Selatan 9 12 17

21 Sulawesi Tenggara 1 1 1

22 Sumatera Barat 1 1 1

23 Sumatera Selatan 2 3 4

24 Sumatera Utara 3 6 6

TOTAL 79 121 188
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Sulawesi…

Papua Barat

Nusa…

Maluku Utara

Lampung  

Kalimantan…  

Jawa Timur  

Jawa Barat

DI Yogyakarta

Bangka…

Bali

Sumatera…

Jumlah Program

JUMLAH PROGRAM

PELATIHAN PER PROVINSI

Pesebaran Lembaga Pelatihan 
Kerja &  Program Pelatihan JKP
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LAYANAN MANFAAT



MEKANISME PEMBAYARAN IURAN

BPJS TK

BPJS KES

Pemadanan

data

- Verivali data 

sesuai dengan

persyaratan

- rekomposisi

KEMNAKER BARENBANG
Surat tagihan

Surat 

pernyataan

lengkap

KPPN

data

data dengan field:

1. Calon penerima dana iuran

2. NIK

3. No. Kepesertaan BPJS

4. Upah

5. Perhitungan rekomposisi

6. Iuran yang ditagihkan

7. Bulan iuran

8. Tahun iuran

Pengecekan data meliputi :

- Kelengkapan data (field kosong, 

anomaly, duplikasi data)

- Total rekomposisi

- Jumlah total iuran yang ditagihkan

Sesuai amanat Pasal 11 PP 37/21 bahwa iuran JKP dibayar

oleh pemerintah sebesar 0,22% yang akan ditagihkan

kepada BPJS setelah melakukan rekomposisi, sehingga

data penyaluran JKP menggunakan data tunggal yang

bersumber dari database BPJS TK



KLAIM MANFAAT JKP 

Memilih menu

ajukan klaim di

portal Siap Kerja

Melengkapi data  pribadi, 

rekening dan  

menandatangani surat

Komitmen Aktif Mencari

Pekerjaan (KAPK)

Validasi oleh  

BPJS

Ketenagakerjaan

E-mail  pemberitahuan

manfaat JKP sedang di 

proses dan  menunggu

pembayaran

Sukses manfaat uang tunai JKP  

masuk ke rekening Peserta

Peserta menerima

manfaat JKP

Melakukan asesmen diri pada 

portal Siap Kerja dilakukan

setelah mendapatkan manfaat

uang tunai bulan pertama

Melamar pekerjaaan (Minimal 5  Perusahaan 

yang berbeda/ 1  perusahaan yang telah proses  

wawancara) di portal Siap Kerja

Mengikuti Konseling

Mengikuti pelatihan kerja sesuai rekomendasi pada saat

konseling oleh petugas antar kerja diantara periode bulan 2-

5 dengan presensi kehadiran minimal 80%

Ajukan klaim untuk bulan kedua sampai

dengan keenam sesuai dengan tanggal yang 

tertera di  akun siap kerja

Sukses manfaat uang  

tunai JKP masuk ke

rekening Peserta

Bulan ke-2 s/d 6

Bulan ke-1

Sistem Informasi Ketenagakerjaan

https://siapkerja.kemnaker.go.id

https://sipp.bpjsketenagakerjaan.go.id/

SMILE BPJS Ketenagakerjaan
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Persetujuan

Kemitraan  

(Kode  

Pelatihan  

JKP)

1
Proposal  

Kemitraan

LEMBAGA PELAKSANA PELATIHAN & SERTIKASI PROGRAM JKP

PELATIHAN: LPK TERAKREDITASI DI SIAPkerja, SERTIFIKASI*: LSP yang bekerjasama dengan LPK

 Pertukaran  

Data Transaksi  

Laporan  

Pelatihan

 Rekomendasi  

Pembayaran  

PelatihanLPK  

dan/atau

sertifikasi

Penerima  

Manfaat JKP

1 2

Asesmen  

Diri &  

Konseling

3

Mendaftar  

pelatihan

SIAPkerja
BPJS

Ketenagakerjaan

3
Transfer

Transaksi  

Pelatihan &/  

Sertifikasi*

Anggaran Pelatihan JKP

Mekanisme Pembayaran Pelatihan JKP

*) opsional



Proses Pembayaran Manfaat Pelatihan JKP

LPK menjalankan pelatihan kerja  

sesuai rekomendasi Pengantar Kerja  

melalui SIAPkerja

LPK melakukan penagihandengan  
syarat :

1. Laporan pelaksanaan kegiatan,

2. Surat permohonanpembayaran,

3. SPTJM

Kementerian Ketenagakerjaan  
melalui Direktorat Binalatvogan akan  

mereviu dokumen laporan  
pelaksanaan kegiatan dan tagihan

yang disampaikanoleh LPK

Kementerian Ketenagakerjaan mengirimkan tagihan biaya pelatihankerja

kepada BPJS Ketenagakerjaandengan ketentuan:

1.Jenis pelatihan yang dilakukan sesuaidengan Rekomendasidari Pengantar  
Kerja;

2. Presensi Peserta Pelatihan minimal 80% kehadiran;

3. Surat keterangan telah mengikuti pelatihan dalam hal penerimamanfaat

memperoleh pekerjaan pada saat pelatihan kerja dilaksanakan

Tagihan biaya pelatihan kerja  
disampaikan oleh Kementerian  
Ketenagakerjaan kepada BPJS  

Ketenagakerjaan setiap tanggal 1dan

tanggal 15 setiapbulan.

Direktorat Binalatvoganbersama BPJS Ketenagakerjaan melakukan evaluasi

pembayaranpelatihan denganmemperhatikan:

1. Hasil asesmen diri penerima manfaat;

2. Kesesuaian pelatihan kerja yang direkomendasikan oleh pengantarkerja
atau petugas antarkerjadengan jenis pelatihan kerja yang diikuti; dan

3. Evaluasi tersebut dilakukanpaling sedikit 1kali dalam 1 tahun atau  

sewaktu- waktu apabila diperlukan.
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LPK mengirimkan tagihankepada  

Kementerian Ketenagakerjaan  

melalui Direktorat Binalatvogan  

melalui SIAPkerja
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DUKUNGAN SDM LAYANAN PROGRAM JKP

Mediator HI 

726 Orang

Pengantar Kerja/ 
Petugas Antar
Kerja

878 Orang

Konselor

178 Orang

Instruktur/ 
PetugasPelatihan

3.410 Orang

Pengawas
Ketenagakerjaan

1.516 Orang

• KEMNAKER (Pusat dan Daerah)

• BPJS KETENAGAKERJAAN

826 Orang

Kantor Pusat

4.976 Orang

11 Kantor Wilayah



ISU PENYELENGGARAAN PROGRAM JKP

1. Peran Daerah

SDM

Infrastruktur (Masih terdapat provinsi yang belum ada LPK yang menjadi
mitra JKP)

2. Data

Gap kepesertaan

Kepatuhan perusahaan dalam program Jamsos

3. Rekomposisi

Kesehatan keuangan

Ketahanan dana

4. Kondisi Geografis

Sulitnya jaringan internet, kemampuan pekerja dalam menggunakan teknologi
dan informasi.



• PENDANAAN
• Dana Awal : Rp. 6 T

• Rekomposisi : Rp. 1.725.697.192.030,29,- (Juli)

• Iuran dari Pemerintah : Rp. 823.911.427.000,-

• PESERTA : 12.181.012 peserta

• MANFAAT :
• Uang tunai : 3.725 orang

• IPK :
• Asesmen : 3.400 orang

• Konseling : 1.260 orang

• Pelatihan : 21 orang

• Sudah bekerja kembali : 39 orang. (8 Sept)

• Total biaya manfaat : Rp. 14,864,397,307.05,- (8 Sept)

PERKEMBANGAN PELAYANAN PROGRAM JKP



TERIMA KASIH


